





A. Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia setiap tiga menit satu anak balita meninggal dunia. 
Selain itu, setiap jam satu perempuan meninggal dunia ketika melahirkan 
atau karena sebab-sebab yang berhubungan dengan kehamilan (UNICEF, 
2012). Hal itu tentu belum sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 28H disebutkan 
bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.  
Menurut Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
dijelaskan bahwa, “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 
mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk 
hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.  
Berangkat dari usaha pemenuhan hak dasar tersebut, pemerintah 
berupaya untuk menerapkan suatu sistem yang menyeluruh  dan 
berkelanjutan terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan bagi setiap warga 
masyarakatnya. Pada tahun 2014, program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) mulai digulirkan. Badan-badan jaminan sosial yang awalnya 
menjadi perseroan, bergabung menjadi satu badan yaitu Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk jaminan kesehatan sendiri, 
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diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dalam Roadmap JKN 2014- 2019, 
Indonesia pada tahun 2019 direncanakan telah menerapkan Universal 
Health Coverage (Cakupan kesehatan semesta) dan INA-Medicare, dengan 
target seluruh penduduk telah mendaftar dalam sistem JKN.  
Prinsip dari UHC sendiri adalah kondisi dimana semua orang 
menerima pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan dibutuhkan, tanpa 
mengalami kesulitan pembiayaan atau dengan kata lain Akses yang 
terjangkau untuk semua kalangan (Ottersen 2016). Berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS memiliki tujuan untuk 
mewujudkan terselenggaranya pemenuhan pemberian jaminan kebutuhan 
dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. 
Kepesertaan BPJS Kesehatan sudah mencapai 169.574.010 per 14 
Oktober 2016. Berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2016 menurut 
oleh BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2015 berjumlah 258.705.000. 
Dengan demikian cakupan kepesertaan BPJS kesehatan per Oktober 2016 
sudah mencapai 65,54% dari total penduduk proyeksi. Hasil evaluasi 
Jaminan kesehatan Nasional yang diadakan oleh Pusat Pembiayaan dan 
Jaminan Kesehatan (PPJK) Departemen Kesehatan pada Desember 2014, 
menunjukkan adanya keluhan terhadap kualitas provider atau penyedia 
layanan kesehatan.  
Pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), terdapat 
beberapa masalah mengenai kualitas layanan yang diberikan, terutama 
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dirasakan oleh pasien yang berasal dari golongan ekonomi lemah yaitu 
yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Bagi pasien yang tidak 
mampu, beberapa masalah yang dikeluhkan di antaranya, waktu tunggu 
pasien untuk dilayani seringkali sangat lama dan tidak sesuai dengan 
jadwal praktek yang sudah ditetapkan (Jonirasmanto, 2009; Supratman dan 
Prasetyo, 2010). Beberapa pasien menyatakan bahwa informasi yang 
diberikan kepada pasien masih kurang, dalam upaya mendidik pasien 
untuk mengobati dan memelihara kesehatannya sendiri (Ratnamiasih 
2013). Terdapat perbedaan antara perawatan yang diberikan oleh Fasilitas 
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dalam hal ini Rumah Sakit, 
pada pasien rawat inap dan rawat jalan.  
Mengukur kualitas layanan pada unit rawat jalan lebih sederhana 
daripada mengukur kualitas layanan pada unit rawat inap. Hal ini 
diantaranya disebabkan kebutuhan layanan pada pasien rawat jalan lebih 
sederhana daripada kebutuhan layanan pada pasien rawat inap. Oleh 
karena itu, keluhan-keluhan mengenai kualitas layanan lebih banyak 
disampaikan oleh pasien rawat inap daripada pasien rawat jalan. Pasien 
rawat inap memerlukan waktu perawatan, keterlibatan dokter dan perawat, 
serta penggunaan fasilitas rumah sakit yang lebih banyak, sehingga 
kualitas layanan dirasakan lebih penting (Ratnamiasih 2013). Tidak dapat 
dipungkiri, fasilitas pelayanan kesehatan juga membutuhkan pendanaan 
untuk kelangsungan kegiatannya. Apabila biaya pelayanan ditekan, untuk 
mengimbangi pengeluaran yang lebih banyak daripada pemasukan, maka 
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fasilitas pelayanan kesehatan perlu menurunkan standar pelayanannya 
sehingga memengaruhi kepuasan dari pasien atau pengguna layanan. 
(Jaya, dkk. 2013).  
Berangkat dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan. Hal ini 
lah yang mendorong penelitian ini difokuskan pada kualitas layanan 
menurut persepsi pasien di Instalasi rawat inap RSUD dr. Moewardi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Apakah terdapat perbedaan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima 
oleh peserta BPJS Kelas I dan Kelas III di Instalasi Rawat Inap  RSUD dr. 
Moewardi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Untuk menganalisis perbedaan kualitas layanan kesehatan yang diterima 
oleh Peserta BPJS Kelas I dan Kelas III di Instalasi Rawat Inap RSUD dr. 
Moewardi. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 
mengenai perbedaan kualitas layanan yang didapatkan oleh peserta 
BPJS kelas I dan kelas III, sehingga dapat dipakai sebagai bahan 
pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan 
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penelitian ini dapat menjadi landasan ilmu kedokteran dibidang 
kesehatan masyarakat pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 
2. Manfaat aplikatif 
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam 
penetapan kebijakan pengelolaan layanan BPJS kesehatan di 
Instalasi Rawat Inap yang berkualitas baik dan memadai bagi setiap 
Masyarakat di berbagai tingkatan ekonomi. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 
bagi masyarakat dan pengguna layanan kesehatan rawat inap 
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) terkait 
penting nya mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. 
3. Manfaat bagi peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi 
peneliti tentang kualitas pelayanan kesehatan khususnya pada jenjang 
FKRTL dan rawat inap di era JKN saat ini.  
 
 
 
